
0 
 

KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN DI INDONESIA 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

Kharisma Noverdyan Trinanda 

201610115236 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 

2020



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Judul Skripsi 

Nama Mahasiswa 

Nomor Pokok Mahasiswa 

Program Studi / Fakultas 

Pembimbing I 

Kedudukan Dewan Pengawas 
Pemberantasan K orupsi Dalani 
Ketatanegaraan Di Indonesia 

Kharisma Noverdyan Trirumda 

201610115236 

IlmuHukum/Hukum 

Bekasi, 29 Juli 2020 

MENYETUJUI, 

Komisi 
Sistem 

Pembimbing II 

Dr. H.. Erwm Owan Hermansyah, SH., MIi Indra Lorenly Nainggolan, SH., Mil 
NIDN. 0319046403 NID. 0326078902 

ii Kedudukan dewan pengawas.., Kharisma Noverdyan Trinanda, Fakultas Hukum 2020



Judul Skripsi 

Nama Mahasiswa 

Nomor Pokok Mahasiswa 

Program Studi/Fakultas 

Tanggal Lulus Ujian Skipsi 

LEMBARPENGESAHAN 

Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 
Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia 

Kharisma Noverdyan Trinanda 

201610115236 

Ilmu Hukum/Hukum 

23 Juli 2020 

Bekasi, 29 Juli 2020 

MENGESAHKAN, 

Ketua penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H.,M.H 
NlDN. 0323035802 

Ketua Program Srudi 
Umu Hukum 

Dr. Yum al, S.H.,M.H 
NIDN. 0314125804 

// 
Indra Lorenly Nainggolan, S.H.,Mt:(. 
NIDN. 0326078902 

MENG ET AHUI, 

Dekan 
Fakultas Hukum 

. . . II t . d. M.H .Jantar-da· Mauh . u a Dr. lka Dewi Sartika Saimima, S.11.,M,H .• M.M 
NIDN. 9:31211710 NIDN. · 

HI 

Kedudukan dewan pengawas.., Kharisma Noverdyan Trinanda, Fakultas Hukum 2020



LEMBAR PERNY AT AAN 

Say a yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NPM 

TTL 

Prodi 

: Kharisma Noverdyan Trinanda 

: 201610115236 

: Y ogyakarta, 06 November 1997 

: Ilmu Hukum 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Kedudukan Dewan 
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di 
Indonesia " adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak 
mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai 

referensi yang sumbemya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah 

penulisan karya ilmiah. 

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya 
bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Rayasesuai 
dengan peraturan yang be.rlaku. 

iv 

Jakarta, 14 Juli 2020 

Yang membuat pemyataan, 
'l!JFH\ . -.fl -: . =II 

, PLl:L.11.. 
1AHFs1 f 

_,o,o, 
t8U HUPI AH 

Kha 1sma Noverdyan Trinanda 

Kedudukan dewan pengawas.., Kharisma Noverdyan Trinanda, Fakultas Hukum 2020



PERNY AT AAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARY A ILMIAH 
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang 
bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NPM 

TTL 

Prodi 

Fakultas 

Jenis Karya 

: Kharisma Noverdyan Trinanda 

: 201610115236 

: Yogyakarta, 06 November 1997 

: IlmuHukum 

:Hukum 

: SKRIPSI 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan. menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non 
Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kedudukan 
Dewan Pengawu Komm P-emberantasan Korupsi Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Di Indonesia 

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non
eks.Jdusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .berhak menyimpan, 
mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam nbentuk pangkalan data 
(database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet 
atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya 
s:dama tetap-. mencantumkan nama saya s:ebagar penulis/pencipta dan s.ebagai 
pemilik hak cipta. 

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam 
karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

Jakarta, 02 Agustus 2020 

Yang membuat pemyataan, 

, ~ - ~ 
EBAHF5135: 7 1/ 
DO ,r ·✓ 

BU RUPIAH 

Kharisma Noverdyan Trinanda 

V 
Kedudukan dewan pengawas.., Kharisma Noverdyan Trinanda, Fakultas Hukum 2020



ABSTRAK 

 

Kharisma Noverdyan Trinanda. 201610115236. Kedudukan Dewan Pengawas 

Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. 

 Perubahan Undang-Undang KPK mengatur tentang adanya Dewan 

Pengawas KPK yang memiliki kewenangan sebagai salah satu badan penegak 

hukum baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya terkait tindak 

pidana korupsi. Kewenangan Dewan Pengawas bukan hanya soal etik Pimpinan 

dan Pegawai KPK saja melainkan juga dalam teknis penindakan yakni sebagai 

badan atau lembaga yang memiliki kewenangan terhadap perizinan penyadapan, 

penggeledahan dan penyitaan. Dengan adanya Dewan Pengawas KPK yang tidak 

dijelaskan secara eksplisit keberadaannya dalam Sistem Peradilan Pidana dapat 

mengakibatkan banyaknya multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian dalam 

membebankan tanggungjawab terhadap badan atau suatu organ. 

 Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjawab rumusan masalah: 

Pertama, bagaimana kedudukan hukum Dewan Pengawas KPK dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia; Kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum 

Dewan Pengawas KPK atas kewenangan projustitia dalam UU No. 19 Tahun 

2019 tentang KPK. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif 

yang disebut juga dengan istilah jenis penelitian hukum doktrinal atau studi 

pustaka. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang diperoleh dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

 Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan dengan adanya 

perubahan Undang-Undang KPK yang mengatur kedudukan Dewan Pengawas 

KPK yang memiliki kewenangan perizinan penyadapan, penggeledahan dan 

penyitaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Hal itu melangar 

teori negara hukum yang mengatur tentang prinsip persamaan di dalam hukum 

(equality before the law) dan juga prinsip pemisahan kekuasaan (separation of 

power) karena bukan hanya KPK saja sebagai lembaga penegak hukum yang 

memiliki kewenangan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yakni seperti 

Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan kewenangan penegakan hukum yang 

dimiliki Dewan Pengawas KPK ini menjadikannya sebagai pihak yang dapat 

dipertanggungjawabkan dalam mekanisme pra peradilan yang bertujuan untuk 

mengawasi tindakan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya. 

Kata kunci : Dewan Pengawas, Ketatanegaraan Di Indonesia. 
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ABSTRACT 

 

Kharisma Noverdyan Trinanda. 201610115236. Position of the Supervisory 

Board in the State Administration System in Indonesia. 

 Amendments to the KPK Law regulate the existence of a KPK Supervisory 

Board that has the authority as one of the new law enforcement bodies in the 

Criminal Justice System in Indonesia, specifically related to corruption. The 

Supervisory Board's authority is not only a matter of the ethics of the KPK 

Leaders and Employees but also in the technical action, namely as a body or 

institution that has authority over wiretapping, search and seizure licensing. With 

the existence of the KPK Supervisory Board which is not explicitly explained its 

existence in the Criminal Justice System can result in multiple interpretations and 

creates uncertainty in assigning responsibility to a body or an organ. 

 Based on this, this study answers the problem formulation: First, how the 

legal position of the KPK Supervisory Board in the constitutional system in 

Indonesia; Second, what is the legal responsibility of the KPK Supervisory Board 

for the authority of the committee in Law No. 19 of 2019 concerning the KPK. The 

research method uses the type of normative research which is also called the type 

of doctrinal law research or literature study. The data used by researchers are 

secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, 

and tertiary legal materials. 

 Based on the results of the study the author shows that there is a change in 

the KPK Law which regulates the position of the KPK Supervisory Board which 

has the authority to authorize wiretapping, search and seizure of law enforcement 

carried out by the KPK. This violates the theory of the rule of law governing the 

principle of equality before the law and also the principle of separation of power 

because it is not only the KPK as a law enforcement agency that has the authority 

to tap, search and confiscate, such as the Police. , Attorney General's Office, 

National Narcotics Agency (BNN), National Counterterrorism Agency (BNPT). 

With the authority of law enforcement possessed by the KPK Supervisory Board, 

this makes it a party that can be accounted for in the pre-trial mechanism which 

aims to oversee law enforcement actions in carrying out its duties and authorities. 

Keywords: Board of Trustees, State Administration in Indonesia. 
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